
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MA'ALENGKA

NOMOR: 26 TAHUN 2OO4 SERI: A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MruALENGKA

NOMOR: 26TAHUN 2OO4

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAIALENGKA

TAHUN ANGGARAN 2OO4

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MA]ALENGKA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kebijakan Femerintalt Darerah

yang bersifat strategis dan penyesuaian kebutuhan yang

mendesak, maka Arah dan Kebijakan Umuun (ltKU)

Anggaran Pendapatan dan Belartja Daerah serta Strategi
dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Darerah

Kabupaten Majalengka telah dilakukan perubahan;

b. Surat..,,,...,...,...... 2



Mengingat

bahwa berdasarkan peftimbangan huruf a tersebut di
atas dan sesulai Surat Ketua DPRD ltlomor :

gAZPSTlSetwan Tanggal 2 Juli 2004 Perihal
Permohonan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2004,
maka perlu dilakukan Perubahan Kedua Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

: 1. Undang-undang Nomor L4 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
19so);

2. Undang-undang Nomor L2 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor t2 Tahun
1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-undang ........ 3
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b. Surat Ketua DPRD Nomor : g12llltlSetwan Tanggal 2
luli 2004 Perihal permohonan perubahan ApBD linun
Anggaran 2004;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a
dan b, perlu dillakukan perubahan Kedua Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majajdngka
Tahun Anggaran 2004 yang ditetapkan 

- 
denian

Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor L4 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daeraltr Kabupaten Dalam Lingkungai
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesii fafiun
19s0);

Undang-undang Nomor tZ Tahun 19g5 tentang pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara nepuUlit
Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambihan Lem'baran
Negara Republik Indonesia Nomor 33t2) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Norn or tl Tahun
1994 tentanE Perubahan atas Undang-undang Nom or 12
Tahun 1985 tentanE pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahrrn lgg4
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Mengingat :1.

2.

3. Undang-undang ... 3
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3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 l[entang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (t-embaran Negara
Republtk Inrlonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran ltlegara Rrapublik Indonersia firlomor 3685)
sebagaimana telah diubarh dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 200C1 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nornor ILB Tahun 1997' tentang Pajak Daerah
dan R,etribusi Daerarh (l-embiaran Negara Republik
Indonesia Tilhun 2000 Nomor 24t,6, Tambahan L.embaran
Negara Republik .[ndonesia Nomor 40,18);

Undang-undang Nomor 211 Tahun L997 tentang Bea
Perolehan Hak lttas 'Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambalhan L.embaran lNegana Republik Indonesia Nomor
3688);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Dlaerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 199!) Nonnor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik .tndonesia Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemrerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomar 72, Tambahan Lernbararn Negara Republik
Indonesia Nrcmor 384E);

4.

5.
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7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Pernyelenggerra Negara yang Bensih clan Blebas Korupsi,
Kcllusi dan NeErotisme (l-embaran Negara Republik
Indonesia T,ahun 199!l Nornor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik .lndonesia Nomor 3851);

8. Undang-undang l{omor 25'Tahun 20C10 tentang Program
Permbangunan Nlasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tilhun 2000 Nomror 206, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 39!i2);

9. Perraturan Pramerintah Nomor 1Cl4 Tahun 200C1 tentang
Dana Perirmbangan (Lembaran Negetra Republik
Indonesia Tiahun 200C| Nomor 4021) sebalgaimana trelah

dirubah dengan Peraturan lremerintatt Nornor tl4 Tahun
?001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perinrbangan
(Lembaran Negara Republik [ndonresia Tahun 2001
Nomor L57, Tambahan Lembraran Negara Republik
Indonesia Nrcmor 4165);

LCl.Pelraturan Pemerintah Nomor 1Cl5 Tiahun 200C1 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lemberran Negara Republik lndonesia Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4022);

Ll.Peraturan Pemerintah Nomor lClT Tahun 2000 tentang
Pirfiaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 204, 'l-ambahan Lembaran Ne1;ara

R.epu blil k Indlonesia Nom orul024)i

12. Peraturan lPemerintah ,..,...,,,,...,. 5
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12.Peraturan Pemerintah Nromor 108 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Petanggungjawaban Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 209, Tamhahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4027);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 210, T'ambahan Lembraran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

l4.Peraturan Pernrerintah t\lomor 65 Tahun 2001 tentang

Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 41.38);

15.Peraturan Pemerintah t\lomor 66 Tahun 2001 tentang

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4139);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor L4

Tahun 2002 tentang Pembentukan Perangkat Daerah

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten

Majalengka Tahun ?-002 Nomor 14 Seri D);

17. Peraturan Dtaerah ..................... 6
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15
Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat lDewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 15
Seri D);

1E. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16
Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kahupaten Majalengka (L.embaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 16 Seri D);

191. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor tl
Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Keda Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembararn Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nrcmor t7 Seri D);

2Cl. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 18
Tahun 2002 tentanE Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002
Nomor 18 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 20
Tahun 2002 tentang Dana Alokasi Desa di Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten MajalenEka
Tahun 2002 Nomor 20 Seri A);

2?. Peraturan Daerah .....,...7
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Menetapkan

22. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka [tomor 1

Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran

Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomtlr 1 Seri

23. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2

Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun AnEgaran 2004
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004
Nomor 2 Seri A);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 19

Tahun h04 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun
Anggaran 2A04 (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2004 Nomor 19 Seri A).

Dengan persetuiuan
DEWAN PERWAKILAN RAIffAT DAERAH

KABUPATEN MAIALENGKA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAIALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BETANTA
DAERAH KABUPATEN ]UIATALENGKA TAHUN
ANGGARAN 2OO4

Pasal 1..................... 8
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Pasal 1

Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daenah Tahun Angg;aran
2004 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. Semula Rp 415.512.319.972,08 ,
b. Beftambah/(Berkurang) Rp 417.930.364,25 ,
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp, 415,930.250.336,34

2. Belanja
a. Semula Rp 426.370.859.2L6,V3 "

b. Beftambah/(Berkurang) Rp 4L7.930.364,25
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp, 426,788.789,580,918
Surpfus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (10,858,539,24+,5t11..

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1). Semula Rp 13.058.539.244,64 .

2). Bertambah/(Berkurang) Rp
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp, 13.058.539,214,64 '
b, Pengeluaran
1), Semula Rp 2.200.000.000,00-
2), Bertambah/(Berkurang) Rp -
Junnlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp, 2,200.000,000,00
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan Rp, 10,858,539.244,64 .

pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
Perraturan Daerah ini yang terdiri atas :

1. Lampiran I ....,.....,...,.,,. 9

t



1. Larnpiran I Ringkasan Perubahan Anggar,an Pendapatan dan Belanja
Daerah;

2. Larnpiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

3. Lanrpiran III Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD Menurut Bidang
Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daenah;

4. Larnpiran IV Daftar Piutang Daerah;
5. Larnpiran V Daftar Investasi (Penyertaan) Daerah;
6. Larnpiran VI Daftar Dana Cadangan ;
7. Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah;
B. Larnpiran VItrI Neraca Daerah per 31 Desember 2003.

Pasal 3

Lampiran-larnpiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan l(eputusan
terntang Penjabaran Perubahan Kedua Angganan Pendapatan dan Belanja
Daerah.
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Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang merngetahuinya, memerintahkan pengundartgan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal g Jur.i zooh

BUPATI MA'ALENGKA

CAP/ TTD

Hj. TUTTY HAYATT ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal ....12,.,Tuli,.aooh

SEKRETARIS DAERAH

} KABUPATEN MAALENGKA f -.-&/
HLMACHALI' SH

Pembina Utama Muda
NrP. 010 079 331

TEMBARAN DAERAHI KABUPATEN MATATENGKA TA}ilUN 2OO4
NOMOR *.. Srru ..*.
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